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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandung, pelaksana 

kebiajakan baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung maupun 

pemilik atau pengelola dan masyarakat masih belum sepenuhnya patuh terhadap 

aturan-aturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung. 

Aspek yang berkaitan dengan pengawasan, insentif dan sanksi, otonomi, 

informasi, dan sumber daya menjadi latar belakang mengapa Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Bandungbelum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan Perda 

Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2108 tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Berikut 

uraian mengenai temuan-temuan tersebut: 

1. Insentif dan Sanksi 

Dalam pemberian insentif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandungbelum dapat dilakukan secara maksimal karena sistem pemberian 

insentif yang tidak memberikan potongan secara Pajak Bumi dan 

Bangunan secara otomatis kepada pemilik dan pengelola bangunan cagar 

budaya. Selain itu dalam pemberian sanksi, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Bandungbelum dapat melakukan penindakan secara 
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langsung karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungtidak 

mempunyai Penyidik PNS (PPNS) dan kurang nya koordinasi dengan 

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lain seperti Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP). 

2. Pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

pariwisata belum dapat dilakukan secara menyeluruh dalam setahun 

karena jumlah sumber daya manusia yang terbatas di lingkungan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungdan wilayah jangkauan yang 

sangat luas serta bangunan cagar budaya yang banyak. Walaupun 

kekurangan sumber daya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Bandung berusaha menutup kekurangan tersebut dengan melakukan 

kegiatan bekerjasama dengan komunitas dan cukup responsif dalam 

menanggapi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran perda.  

3. Sumber Daya 

Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota BandungNomor 7 

Tahun 2018 ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungmemiliki 

sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Seksi Cagar Budaya 

dan Museum di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandunghanya 

memiliki 3 orang staf PNS dan 3 orang staf non PNS. Selain itu sumber 

daya anggaran yang dialokasikan untuk Seksi Cagar Budaya dan Museum 
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yang dirasakan sangat minim menjadi salah satu kendala dinas dalam 

melaksanakan Peraturan Daerah. 

4. Otonomi 

Karena bangunan cagar budaya di Kota Bandungmayoritas 

merupakan rumah tinggal atau rumah pribadi yang dimiliki oleh 

masyarakat umum, banyak pemilik atau pengelola bangunan tersebut 

memiliki otonomi lebih dalam mengatur dan merawat bangunan mereka 

sehingga Disbudpar sulit untuk mengatur keleluasan yang dimiliki oleh 

pemilik atau pengelola untuk menjalankan aturan sesuai dengan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan  Cagar Budaya. 

5. Informasi 

Kurangnya informasi menjadi salah satu kendala untuk 

melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan cagar Budaya di 

Kota Bandungdan mencapai kepatuhan. Pemberian informasi dilakukan 

dinas melalui acara Anugerah Cagar Budaya dan melalui laman 

SIGAYAPINTER masih dirasa belum optimal dalam memberikan 

informasi terkait bangunan cagar budaya kepada pemilik atau pengelola 

bangunan. 

6. Perilaku dan Nilai 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungsulit untuk 

menggeneralisasi perilaku para pemilik dan pengelola bangunan. Banyak 



104 
 

contoh pemilik dan pengelola bangunan yang patuh maupun yang tidak 

patuh. Hal ini disebabkan karena banyaknya bangunan cagar budaya di 

Kota Bandungyang terlampir dalam lampiran Perda. Namun baik itu Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Komunitas, maupun pemilik 

dan pengelola memiliki beberapa kesamaan dalam hal keyakinan bahwa 

peraturan daerah ini dapat menekan laju penghancuran bangunan-

bangunan bersejarah di Kota Bandungyang jika dipertahankan dan 

dikembangkan dapat menjadi ciri khas bagi Kota Bandung. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan peneliti 

untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan daerah nomor 7 Tahun 2018 

Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandungadalah : 

1. Pelibatan komunitas serta unsur-unsur kewilayahan seperti RT, RW, 

Kelurahan, dan Kecamatan untuk mengawasi bangunan cagar budaya yang ada di 

wilayahnya. 

2. Mempercepat penerbitan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) tentang 

pengelolaan cagar budaya agar pelaksanaan dan kekurangan yang terdapat di 

dalam perda dapat terlaksana lebih optimal. 

3. Dalam hal pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungdapat 

menyediakan platform seperti call center atau sosial media untuk masyarakat 

melaporkan bangunan-bangunan cagar budaya yang diduga melanggar perda 
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sehingga dapat meringankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.  
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